GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah ke dua
kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah
ditetapkan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, ketentuan
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di
bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 6 Tahun 2019 telah ditetapkan Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa sesuai evaluasi terbatas terhadap struktur dan
uraian tugas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa
Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, perlu dilakukan penataan kembali
kelembagaan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf c, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Provinsi Nusa Tenggara Timur; z}



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

P
2.

3.
4.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. @



10.

(1)

(2)

(1)

disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis,
tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus
ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil
dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas :
a. sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian:

1. sub bagian program, data dan evaluasi;

2. sub bagian keuangan; dan

3. sub bagian kepegawaian dan umum.

b. bidang, sebanyak 5 (lima) bidang terdiri atas :

bidang kesehatan masyarakat;

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
bidang pelayanan kesehatan;

bidang sumber daya manusia kesehatan; dan
bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

il o o o

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

d. UPTD.

Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b angka 1, terdiri atas :

a. seksi kesehatan keluarga, gizi dan keluarga berencana;

b. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan s

c. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. %



(3) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas -
a. seksi surveilens dan imunisasi;
b. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular: dan
c. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta
kesehatan jiwa.

(4) Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b angka 3, terdiri atas :
a. seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
b. seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
c. seksi kefarmasian dan alat kesehatan.

(5) Bidang sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b angka 4, terdiri atas :
a. seksi perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia
kesehatan;
b. seksi pengembangan sumber daya manusia kesehatan; dan
c. seksi legalitas tenaga kesehatan dan institusi diklat sumber daya
manusia kesehatan.

(6) Bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b angka 5, terdiri atas :
a. seksi fasilitasi pendaftaran penduduk;
b. seksi fasilitasi pencatatan sipil; dan
c. seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan
pemanfaatan data.

(7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh
sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(9) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai
dengan angka 3, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

(10) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5),
dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada kepala bidang.

Pasal 4

(1) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Ketentuan mengenai uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur. 3



(1)

(2)

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas
usul Kepala Dinas.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2



BAB VI
UPTD
Pasal 8

(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah kerja mencakup satu atau beberapa kabupaten/kota.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Dinas
yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan
organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan
sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-
masing.

Pasal 10

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam
melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban
memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan
dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam
lingkungan kerjanya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 12
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan
struktural eselon Il.a.

(2) Sekretaris dan kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan
administrator atau jabatan struktural eselon Ill.a.

(3) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Dinas merupakan jabatan
pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. %



BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian pada Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal Y4 JANUAR 2021
bGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/

g/VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal \Y JANURR| 2021

SEKRETARIS DAERAH (L
AlyPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
v

\BENEDI POLO MAING
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 003



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
s quHlﬁumil 2,07 DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN
- ANVRAR) | PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KEPALA NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM, DATA DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN DAN
EVALUASI UMUM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPENDUDUKAN DAN
MASYARAKAT PENGENDALIAN KESEHATAN KESEHATAN PENCATATAN SIPIL
PENYAKIT
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
KESEHATAN KELUARGA, SURVEILENS DAN PELAYANAN KESEHATAN PERENCANAAN DAN FASILITASI
GIZI DAN KELUARGA IMUNISASI PRIMER DAN PENDAYAGUNAAN PENDAFTARAN
BERENCANA TRADISIONAL SUMBER DAYA MANUSIA PENDUDUK
KESEHATAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PROMOSI DAN PENCEGAHAN DAN PELAYANAN PENGEMBANGAN FASILITASI
PEMBERDAYAAN PENGENDALIAN PENYAKIT KESEHATAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCATATAN
MASYARAKAT MENULAR RUJUKAN KESEHATAN SIPIL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI LEGALITAS SEKSI
KESEHATAN PENCEGAHAN DAN KEFARMASIAN DAN TENAGA KESEHATAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN, PENGENDALIAN PENYAKIT ALAT KESEHATAN DAN INSTITUSI DIKLAT INFORMASI ADMINISTRASI
KESEHATAN KERJA DAN TIDAK MENULAR SERTA SUMBER DAYA MANUSIA KEPENDUDUKAN DAN
OLAH RAGA KESEHATAN JIWA KESEHATAN PEMANFAATAN DATA

\'f

u UPTD

L GUBERNUR NUSA TENG

g/VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




